PEMERINTAH DAERAH DIMINTA TAK TUNDA PENYALURAN DANA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Sumber gambar: https://www.hariansib.com/

Jakarta (SIB) Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta para kepala daerah
tidak menunda atau memendam dana bantuan langsung tunai (BLT). Menurut Rerie,
sapaan akrabnya, BLT tersebut telah dianggarkan untuk membantu masyarakat dalam
menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah daerah diharapkan tanggap terhadap kebijakan pemerintah pusat dan
kondisi Kkrisis yang terjadi saat ini dengan tidak menunda, apalagi memendam dana BLT
yang sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh rakyat,” tegas Rerie dalam keterangannya,
Kamis (22/7).

Menurut politikus Partai NasDem itu, penyaluran dana BLT bukan hal baru bagi
pemerintah daerah. Bantuan tersebut sudah berlangsung lama, dan setiap daerah telah
memiliki data penerima bantuan sampai ke desa-desa.

"Jadi, tidak ada alasan untuk berlama-lama dalam proses pencairan dan distribusi
dana bantuan sosial tersebut," ujarnya.

Rerie mengatakan berbekal pengalaman dalam menyalurkan BLT selama ini,
selain tanggap, pemerintah daerah mestinya gerak cepat dan trengginas dalam
mendistribusikan BLT kepada warga yang berhak menerima.

Jika ada kendala dalam proses penyaluran, lanjut Rerie, pemerintah daerah harus
segera mencari tahu sumber masalahnya dan cepat menentukan jalan keluar untuk
mengatasinya.

"Kita sekarang berada pada situasi pandemi. Jangan sampai kendala yang
bersumber pada birokrasi, tapi yang jadi korban adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-
apa,” imbuh Rerie.
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Di sisi lain, Rerie menjelaskan distribusi BLT tidak boleh berbelit karena dana
tersebut sangat dibutuhkan untuk menstimulasi daya beli masyarakat yang terpuruk
karena krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Dana itu sangat penting guna merangsang daya beli yang terpuruk. Oleh karena
itu, sekali lagi, jangan mengulur-ulur pencairannya.”

Lebih lanjut, Rerie menuturkan pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama
1,5 Tahun, telah memberikan banyak pelajaran berharga, terutama dalam menghadapi
berbagai persoalan bersama, persoalan bangsa dan negara.

"Pandemi memaksa kita untuk bekerja secara profesional dan cepat tanggap
terhadap berbagai permasalahan di sekitar. Jangan sampai tidak profesionalan kita
memunculkan penderitaan bagi mer'eka yang seharusnya mendapatkan bantuan dari
negara," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers,
Rabu (21/7) mengungkap lambatnya pemerintah daerah menyalurkan BLT ke desa-desa.

Padahal, ada anggaran Rp 28,8 triliun atau 30% dari dana desa Rp 72 triliun yang
disalurkan pemerintah pusat untuk bantuan masyarakat. Dengan anggaran itu, seharusnya
warga bisa menerima bantuan Rp 300 ribu per bulan.

"Namun, realisasinya baru 5,2 juta keluarga yang menerima. Padahal, BLT desa
ini bisa diberikan untuk 8 juta KPM (keluarga penerima manfaat), di mana mereka bisa
mendapatkan Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan," kata Sri Mulyani.

Sumber Berita:

1. https://www.hariansib.com/ detail/ Headlines/ Pemerintah-Daerah-Diminta-Tak-
Tunda-Penyaluran-Dana-BLT, tanggal 23 Juli 2021.

2. https://news.detik.com/ berita/ d-5652916/ pemerintah-daerah-diminta-tak-tunda-
penyaluran-dana-blt2020/, tangggal 22 Juli 2021.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

(3) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
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a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); dan atau

b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau
stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara
dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

(4) Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan,
kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan
kebijakan pembiayaan.

(5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang
membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pasal 3 ayat (1)
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk
melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu
(refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covjd-19) dan
Dampaknya

Pasal 1 angka 16

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian
uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVJD-19).

Pasal 20

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana kabupaten/kota dan Desa setiap penyaluran dana Daerah
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari

bupati/wali kota.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3

(tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap | sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa,
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVJD-19) paling cepat bulan J anuari;

b. tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa,
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

c. tahap Il sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa,
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni;

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa
berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap | sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa,
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) paling cepat bulan J anuari; dan

b. tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa,
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret;

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil
penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 20A
(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan
ketentuan:
a. tahap | sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a
berupa:
1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
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b. tahap Il sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b
berupa:

1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap |
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen) dan ratarata capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap | yang
telah disalurkan;

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa atau peraturan. kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat
keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di
RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara yang berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran
2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun
Anggaran 2019; dan
c. tahap Il sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) hqruf c
berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai
dengan tahap Il menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari
Dana Desa tahap Il yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
sebelumnya.

(2) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT
Desa pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap Il
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b a tau tahap Ill sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah
Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
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Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara

lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap | sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a
berupa:

1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap Il sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 5) huruf b
berupa:

1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap |
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen) dan ratarata capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap | yang
telah disalurkan;

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
sebelumnya;

5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat
keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di
RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara yang berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran
2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun
Anggaran 2019.

(4) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam
realisasi BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa
tahap Il sebagaimana ayat (3) huruf b.

(5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama
9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan ayat (3) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap Il Tahun Anggaran
2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa
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mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(6) Dalam hal tidak terdapat perubahan data jumlah Desa, tata cara
penghitungan, dan penetapan rincian Dana Desa, peraturan bupati/wali kota
mengenai tata cara pembagian dan rincian Dana Desa setiap desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a tidak
dilakukan perubahan.

(7) Dalam hal bupati/wali kota melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa,
selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3)
huruf b, penyaluran Dana Desa tahap Ill dan tahap Il untuk Desa berstatus
Desa Mandiri ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan
bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap desa.

(8) Bupati/wali kota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh desa, dan wajib
disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap
| pertama kali.

(9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan
huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1, serta ayat (3)
huruf b angka 3 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan,
uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum
memenuhi kebutuhan input data, bupati/wali kota menyampaikan permintaan
perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

(12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu
pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(13) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling
rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa.
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(14) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(13) ditunjuk oleh bupati/wali kota.

(15) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy)
atau dokumen fisik (hardcopy).

(16) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) diolah dan
dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 20B
(1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk desa berstatus Desa

Mandiri disalurkan dengan ketentuan:

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:

1) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1)
huruf a angka 2;

2) melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu
yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa
untuk BLT Desa; dan

3) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur
masingmasing bulannya;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan,
diajukan oleh bupati/wali kota paling banyak untuk kebutuhan penyaluran BLT
Desa selama 3 (tiga) bulan setelah bupati/wali kota melakukan penandaan
pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing-masing bulannya;

c. dalam hal Dana Desa untuk BLT Desa telah disalurkan pada bulan tertentu,
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan berikutnya dapat diajukan
secara 3 (tiga) bulanan setelah bupati/wali kota melakukan penandaan
pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing-masing bulannya;

d. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c,
dilakukan sampai dengan bulan kesembilan; dan

e. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas
disalurkan sekaligus setelah bupati/wali kota melakukan penandaan
pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing-masing bulannya paling
cepat pada bulan Oktober.

(2) Penandaaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
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Pasal 20C

(1) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B
ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa, dilakukan penghitungan dengan
ketentuan:

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri bulan kesatu
sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5)
huruf a;

diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT

Desa yang direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sis tern Perbendaharaan

dan Anggaran Negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulannya,

paling banyak sebesar Dana Desa tahap | yang akan disalurkan di luar dari

kebutuhan Dana Desa untuk penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19).

(3) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa
disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan
ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak
dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B untuk bulan kesatu sampai dengan
bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah bupati/wali kota melakukan
penandaan atas Desa layak salur.

(5) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih
besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam
pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B, Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar
kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

(6) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT
Desanya sampai dengan bulan kedua belas paling lambat tanggal 31 Januari
2022.
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(7) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan
kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi persyaratan
penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

(8) Bupati/wali kota bertanggungjawab atas kebenaran perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 20D

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, secara lengkap dan benar
dengan ketentuan:
a. tahap | tanpa dokumen persyaratan;
b. tahap Il berupa:

1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;

3. la po ran realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap |
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen) dan ratarata capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap | yang
telah disalurkan; dan

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat
keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun
Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Rekening Kas
Daerah antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap 11 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai
dengan tahap Il menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari
Dana Desa tahap Il yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
sebelumnya.

(2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat untuk bulan yang telah disalurkan BLT Desanya pada saat pengaJuan

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/Putri Fitria

10



3)

4)

()

(6)

persyaratan penyaluran Dana Desa tahap Il dan tahap 111 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3), kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota secara lengkap dan benar,
dengan ketentuan:

a. tahap | tanpa dokumen persyaratan;

b. tahap Il berupa:

1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

2. la po ran realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;

3. la po ran realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap |
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen) dan ratarata capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap | yang
telah disalurkan;

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
sebelumnya;

5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
Bantuan Langsung Tunai Desa atau peraturan kepala Desa mengenai
penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung
Tunai Desa; dan

6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun
Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat untuk bulan yang telah disalurkan BLT Desa pada saat pengajuan
persyaratan penyaluran Dana Desa tahap Il sebagaiman dimaksud pada ayat (3).
Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9
(sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran se bagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, penyaluran tahap Il Tahun Anggaran 2021
ditambahkan dokumen persayaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan
huruf ¢ angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan ratarata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
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(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf ¢ angka 1 serta ayat (3) huruf
b angka 3 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian
keluaran.

(8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenubhi
kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel
referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.

(9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 20E

(1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa
Mandiri disalurkan dengan ketentuan:

a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
ketiga dilaksanakan setelah kepala Des a menyampaikan data jumlah keluarga
penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan
untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT kepada bupati/wali kota; dan

b. penyaluran Dana Desa untuk bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas
dilaksanakan tanpa persyaratan.

(2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat yang telah dibayarkan sampai dengan bulan kedua belas termasuk untuk
Desa berstatus Desa Mandiri kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 31
Desember 2021.

(3) Dalam hal tanggal 31 Desember 2021 bertepatan dengan hari libur atau hari
yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja
sebelumnya.

(4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan
bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan
penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

(5) Dana Desa untuk BLT Desa yang telah disalurkan ke RKD dibayarkan kepada
keluarga penerima manfaat tidak melebihi bulan berkenaan.

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
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(7) Kepala Desa melakukan pendataan sesuai mekanisme pendataan yang digunakan
dalam pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2020.

(8) Kepala Desa dapat menyesuaikan jumlah keluarga penerima manfaat tahun
berkenaan dengan memperhatikan penduduk miskin yang terdampak pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan belum menerima bantuan.

(9) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
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